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ْ
ا نإِ 
  اِٗيربَخ َنوُلَمۡعَت اَِمب َنَكَ َ ذلِلّٱ ذِنَإف 
ْ
اوُِضرۡعُت ۡو
َ
أ 
ْ
آۥ ُو
ۡ
َلت١٣٥ 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan. (Surat An-Nisa’: 135) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
  
ix 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge  
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
2. Vokal 
  Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
  
x 
 
a. Vokal Tunggal 
  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
   Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
  
xi 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
  
xii 
 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. رلافطلأا ةضو  Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanaa 
2.  َل ََّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
  
xiii 
 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużūna 
3. عنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دمحمام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بر للهدمحلا
نيملاعلا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 وهل الله نإو
نيقزارلاريخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 ليكلا اوفوأف
نازيملاو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Apriza Aini Kartika Dewi, NIM: 142.111.080: “Penerapan Asas 
Kemanusiaan Dalam Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di 
RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo Di Tinjau Dari Mas{lah{ah al-Mursalah” 
Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian BPJS yang merupakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan 
terselenggaranya program jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara 
Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa 
dalam pelayanannya kepada peserta BPJS harus memenuhi tiga asas sebagai 
berikut: kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.  
Secara umum penelitian ini membahas tentang penerapan asas kemanusiaan 
terhadap pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo ditinjau dari mas{lah{ah al-mursalah. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti ke objek 
penelitian untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu 
keadaan alamiah dengan cara tatap muka atau wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan 
asas kemanusiaan terhadap pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) 
sudah cukup memuaskan tetapi masih terdapat beberapa kendala. Sedangkan 
ditinjau dari mas{lah{ah al-mursalah terhadap pelayanan peserta jaminan kesehatan 
Nasional (JKN) adalah hal yang bersifat d{aru>riyyat (keharuan) yang harus segera 
dipenuhi. Karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia agar 
manusia dapat bertahan hidup, apabila kebutuhan pokoknya terbaikan maka akan 
berakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
 
 
Kata kunci: Asas Kemanusiaan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pelayanan, 
Mas{lah{ah al-Mursalah 
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ABSTRACT 
Apriza Aini Kartika Dewi, NIM: 142.111.080: "The Implementation of 
Humanitarian Principles in the Service of Participants in the National Health 
Insurance (JKN) at the Hospital of PKU Muhammadiyah Sukoharjo reviewed 
from Mas{lah{ah al-Mursalah " 
National Health Insurance is part of BPJS which is a government policy in 
the health sector and aims to realize the implementation of a decent health insurance 
program for all Indonesian citizens without exception. Therefore, Article 2 of Law 
Number 24 Year 2011 concerning the Social Security Organizing Agency states 
that in its services to BPJS participants, the following principles must be fulfilled: 
humanity, expediency, and social justice for all Indonesian people. 
In general, this study discusses the application of the principle of humanity 
to the service of national health insurance participants (JKN) in hospital PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo in terms of mas{lah{ah al-mursalah. This research uses a 
field research method  that is researchers to the object of research to make 
observations about a phenomenon in a natural state by way of face-to-face or 
interview. 
Based on the result of the study showed that in general the application of 
the principle of humanity to the service of participants in the national health 
insurance (JKN) was quite satisfactory but there were still some obstacles. Whereas 
in terms of mas{lah{ah al-mursalah towards the service of participants in the National 
health insurance (JKN), it is a matter that is d{aru>riyyat (must) which must be 
fulfilled immediately. Because health care is a basic human need so that humans 
can survive, if their basic needs are ignored it will result in the threat of the existence 
of the human soul. 
 
Keywords: Humanitarian Principle, National Health Insurance (JKN), Services, 
Mas{lah{ah al-Mursalah 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penulis mengangkat judul skripsi “Penerapan Asas Kemanusiaan 
Dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo Di Tinjau Dari Mas{lah{ah al-Mursalah” dengan 
alasan: Pertama, karena berhubungan dengan jurusan hukum ekonomi syariah 
yang mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat 
diberlakukan pada bidang kesehatan, peserta JKN sebagai konsumen dan 
dokter atau pihak RS sebagai pelaku usaha, hak dan kewajiban antara keduanya 
harus sejajar. Kedua, karena tersedianya data-data yang diperlukan oleh 
peneliti. Dan Ketiga, RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo salah satu rumah 
sakit swasta yang bernuansa Islami yang melayani JKN. 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah tercantum bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) 
disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dijelaskan Pasal 34 ayat 
(3) menyebutkan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. 
Hak derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan 
dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap 
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bangsa-bangsa di dunia, termaksud juga Indonesia. Pengakuan itu tercantum 
dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 tentang Hak Asasi 
Manusia dalam pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 
atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya 
dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan 
perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan dan hak atas 
jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, 
mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan 
nafkah yang berada di luar kekuasaannya. 
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi pelayanan kesehatan, 
pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang menjadi salah 
satu program pemerintah bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk 
memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi 
setiap peserta atau anggota keluarganya. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan hadir sebagai sebuah 
badan hukum pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu untuk 
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 
TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 
Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan sendiri dipersiapkan 
untuk memenuhi pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diperuntukkan 
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kepada masyarakat guna untuk memberikan kemudahan, keringanan, 
kesejahteraan dari segi kesehatan.1 
BPJS Kesehatan melakukan kerja sama dengan instansi kesehatan 
dengan menyediakan jasa untuk kesehatan, di antaranya Rumah Sakit, 
Puskesmas, Praktek Dokter, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama, Apotek, dan 
lain sebagainya.  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah berlangsung, akan 
tetapi sampai saat ini masih banyak kendala dan masalah yang terjadi di 
lapangan. Beberapa masalah yang timbul antara lain buruknya pelayanan 
terhadap masyarakat miskin penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 
pengobatannya ditanggung oleh APBN karena banyaknya alasan pihak rumah 
sakit tidak menerima bantuan iuran, sistem yang sangat rumit, hak pasien untuk 
menerima obat secara gratis terkadang ada obat yang tidak bisa diberikan 
secara gratis pula, masyarakat banyak yang ditolak karena minimnya biaya 
yang diberikan oleh BPJS2, keterbatasan fasilitas yang diberikan sehingga bisa 
mengganggu pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan secara 
tidak maksimal. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas dalam 
pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri. 
Meskipun terdapat kekurangan dalam program BPJS ini, masyarakat 
sangat terbantu dengan adanya program BPJS Kesehatan ini terbukti jumlah 
                                                 
1 Anggit Aprianto, “Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Peserta BPJS Kesehatan 
Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta”, (Skripsi, Jurusan Hukum Administrasi Negara UMY, 
2017). 
2 “Bobroknya Program BPJS Kesehatan”, Harian Metronews.com, 09 Desember 2015 
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peserta BPJS Kesehatan per 1 September 2017 mencapai 180,77 juta orang3. 
Jumlah data peserta BPJS Kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2018 
yaitu pada tanggal 11 Mei 2018 yang tercatat mencapai 197.376.511 jiwa 
(75,64 persen dari jumlah penduduk)4. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 
jumlah peserta BPJS Kesehatan mengalami kenaikan dan menandakan bahwa 
masyarakat mulai menyadari akan pentingnya pemeliharaan kesehatan. 
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial  disebutkan bahwa dalam pelayanannya kepada 
peserta BPJS harus memenuhi tiga asas sebagai berikut: 
1. Kemanusiaan 
2. Kemanfaatan, dan 
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
Pelayanan kesehatan BPJS mempunyai sasaran dalam pelaksanaannya 
akan adanya sustainibilitas operasionalnya dengan memberi manfaat kepada 
semua yang terlibat dalam BPJS, pemenuhan kebutuhan medik peserta, dan 
kehati-hatian, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan BPJS.5 
                                                 
3 Agustiyanti, “Peseta BPJS Kesehatan Baru Tembus 181 Juta”, 
http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170927160131-78-244386/peserta-bpjs-kesehatan-baru-
tembus-181-juta/ , diakses 23 Juli 2018 pukul 21.10 
4  Vindry Florentin, “Peserta BPJS Kesehatan Baru 75 Persen dari Total Penduduk”, 
http://bisnis.tempo.co/read/1089659/peserta-bpjs-kesehatan-75-persen-dari-jumlah-totalpenduduk/ , 
diakses pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 21.24 
5 Itang Fauzi Hasyim, “BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Ahkam: 
Jurnal Ilmu Syariah, (Jakarta) Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 153 
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Oleh karena itu, di dalam pelayanan pasien BPJS Kesehatan harus 
menerapkan tiga asas tersebut. Selain itu konsep jaminan (takaful, ta’min, atau 
tad{amun ) dalam hukum Islam adalah usaha saling melindungi dan tolong 
menolong antar sejumlah orang atau para pihak yang tergabung dalam jaminan 
tersebut melalui pembayaran dana amanat dalam bentuk tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 
perikatan yang sesuai dengan syariah.6  Kemudian penulis dalam kajian hukum 
islam menggunakan mas{lah{ah al-mursalah yang artinya lebih menitik beratkan 
pada kehidupan manusia. Maksudnya yaitu semua peraturan yang dibuat oleh 
pemimpin terhadap rakyat harus selalu berdasarkan pada terjaminnya 
kepentingan dan kemaslahatan rakyat. 
RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo merupakan salah satu rumah sakit 
umum swasta yang bernuansa islami yang berada di wilayah Kabupaten 
Sukoharjo. Jumlah peserta JKN yang berada di RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo yang beralamatkan di Jalan Mayor Sunaryo No. 37 Sukoharjo, 
dengan jumlah peserta PBI 483 orang sedangkan yang Non PBI 742 orang.7 
Judul ini penting diangkat sebagai skripsi bahwa peserta JKN mestinya 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku yang merupakan bagian dari penerapan asas kemanusiaan dan sebagai 
bagian dari hak asasi manusia. 
                                                 
6 Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 52 
7 Ahmadi, Pegawai RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 
13 Agustus 2018, Jam 16.42 – 17.00 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas 
persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan asas kemanusiaan dalam pelayanan peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo? 
2. Bagaimana tinjauan mas{lah{ah al-mursalah terhadap pelayanan peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan asas kemanusiaan dalam pelayanan peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui tinjauan mas{lah{ah al-mursalah terhadap pelayanan 
peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 
tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pandangan 
hukum islam (kaidah fiqhiyah). 
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2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
informasi ataupun masukan terhadap stakeholder terutama Jaminan 
Kesehatan Nasional di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo dalam 
mengembangkan pelayanan rumah sakit bagi para peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional. 
E. Kerangka Teori 
1. Asas Kemanusiaan  
Asas kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 2 huruf ‘A’ 
memberikan penjelasan tentang asas kemanusiaan berkaitan dengan harkat 
martabat manusia.8 
Dalam hal ini asas kemanusiaan berkaitan dengan Hak Asasi 
Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki 
setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. 
Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia.9 
                                                 
8 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. 
9 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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2. Pelayanan  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga 
makna (1) perihal atau cara melayani, (2) usaha melayani kebutuhan orang 
lain dengan memperoleh imbalan uang, (3) kemudahan yang diberikan 
sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 10  Pengertian pelayanan 
adalah bahwa pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang 
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak 
terwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses 
produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 
Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti 
membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang, 
kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani, 
servis atau jasa, sehubungan dengan jual beli atau jasa. Istilah lain yang 
sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman.11 
Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan 
instansi pemerintah, pelayanan publik berarti, “segala kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
                                                 
10 Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: PT Gava Media, 2011), hlm.10. 
11 Ibid, hlm. 10. 
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pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.12 
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan 
menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib 
(mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 
masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.13 
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan 
kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. BPJS 
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sendiri adalah badan atau 
perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT Askes yang 
menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya. JKN 
merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan 
penyelenggaranya.14 
                                                 
12  Keputusan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah 
13 http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=1, diakses pada tanggal 08 Agustus 2018 
pukul 20:58 
14  Rizki Abadi, “JKN, Apa Bedanya Dengan BPJS Kesehatan?”, 
https://www.cermati.com/artikel/jkn-apa-bedanya-dengan-bpjs-kesehatan, diakses pada tanggal 08 
Agustus 2018 pukul 21:06. 
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4. Mas{lah{ah al-Mursalah 
Mas {lah{ah ( ٌهَحَلْصَم) berasal dari kata sa{laha{ (ٌَحَلَص) dengan 
penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti lawan dari kata 
buruk atau rusak. Mas{lah{ah adalah mas{dar dengan arti kata s{alah{un (  ٌحَلَص) 
yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.15 
Secara etimologis, kata mas {lah{ah adalah kata benda infinitif dari 
akar kata s{aluh{a. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan 
sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara 
alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata 
ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis terhadap kebaikan atau 
yang ditujukan untuk kebaikan.16  
Pengertian mas {lah{ah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang 
umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik 
dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan 
(kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti 
menolak kerusakan.17 
Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama us{ul tentang 
mas{lah{ah adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun 
                                                 
15 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 
2009), hlm. 200. 
16 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 91.  
17 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu ..., hlm. 200. 
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makna. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama  us{ul yang 
seluruhnya mengandung esensi yang sama yaitu manfaat. Imam Al-
Ghazali meringkas definisi mas{lah{ah dengan mengatakan bahwa pada 
prinsipnya ia berarti “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan 
dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara”.18 
Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan 
bahwa mas{lah{ah al-mursalah adalah setiap prinsip syara’ yang tidak 
disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta 
maknanya diambil dari dalil-dalil syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah 
sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah 
menjadi prinsip dan digunakan syara’ yang qat{‘i.19 
Mas{lah{ah dilihat dari segi tingkatannya dibagi kepada tiga, yaitu:20 
a. Mas{lah{ah D{aru>riyyat, yang dimaksud dalam tingkatan ini adalah 
kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia 
baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari 
kehidupan manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan 
kehidupan manusia tersebut. 
b. Mas{lah{ah Hajiyyat, yang dimaksud jenis ini adalah persoalan-
persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan 
dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, mas{lah{ah ini lebih 
rendah tingkatannya dari mas{lah{ah d{{aru>riyyat. Sebagai contoh 
                                                 
18 Ibid, hlm. 94. 
19 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 120. 
20 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), hlm. 229 
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mas{lah{ah hajiyyat adalah diperbolehkannya berbuka puasa bagi 
musafir, dan orang sakit, serta diperbolehkannya meng-qashar salat 
bagi musafir.  
c. Mas{lah{ah Tahsiniyyat, yaitu dimaksud dengan mas{lah{ah jenis ini 
adalah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi 
pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak 
diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan 
keguncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Misalnya, 
memakai pakaian yang indah dan harum dalam beribadah. 
F. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik 
yang dibukukan ataupun tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang 
bersinggungan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti. 
Beberapa penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
Pertama, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggit Aprianto, 
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017 dengan 
judul yaitu: “Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Peserta BPJS 
Kesehatan di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. Penelitian ini 
menggunakan merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh dari 
sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu Studi Pustaka 
(Library Research) dan Wawancara (Interview). Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan cara Random Sampling. Teknik analisis data 
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yang digunakan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. 
Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi pelayanan kesehatan 
terhadap peserta BPJS dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 
pelayanan jaminan sosial terhadap pelayanan peserta BPJS Kesehatan di PKU 
Muhammadiyah Yogyakarta. 21  Sedangkan yang membedakan penelitian ini 
adalah membahas tentang penerapan asas kemanusiaan dalam pelayanan 
peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo secara keseluruhan, kemudian peneliti menggunakan kajian hukum 
dan hukum Islam. 
Kedua, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nidya Kusumaningtyas, 
Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang tahun 2018 dengan judul yaitu: 
“Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Terhadap Peserta Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Tinjau Dari Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data studi 
dokumen dan wawancara. Dalam penelitian ini membahas tentang 
implementasi asas kemanusiaan dalam pelayanan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 Tentang BPJS dan mengetahui kelemahan dari implementasi asas 
                                                 
21  Anggit Aprianto, “Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Peserta BPJS 
Kesehatan Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta”, (Skripsi, Jurusan Hukum Administrasi Negara, 
UMY, 2017). 
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kemanusiaan dari BPJS.22 Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah 
membahas tentang penerapan asas kemanusiaan dalam pelayanan peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
secara keseluruhan, kemudian peneliti menggunakan kajian hukum dan hukum 
Islam. 
Ketiga, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Pradika Yezi Anggoro, 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang tahun 2013 dengan judul yaitu: 
“Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi 
Warga Miskin Di Kota Semarang”. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini 
membahas tentang regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi 
warga miskin di wilayah kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 
Tahun 2009 yang diwujudkan dalam program jaminan kesehatan masyarakat 
Kota Semarang, yang dirasakan oleh masyarakat miskin sangat bermanfaat 
dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi dirinya. 23  Sedangkan yang 
membedakan penelitian ini adalah membahas tentang penerapan asas 
kemanusiaan dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 
                                                 
22 Nidya Kusumaningtyas, “Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Terhadap 
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan”, (Skripsi, Jurusan 
Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018). 
23 Pradika Yezi Anggoro, “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan 
Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang”, (Skripsi, Jurusan Hukum, Universitas Negeri 
Semarang, 2013). 
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RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo secara keseluruhan, kemudian peneliti 
menggunakan kajian hukum dan hukum Islam. 
G. Metode Penelitian 
Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan 
sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode 
penelitian yang di gunakan: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 
sesuai dengan fakta yang ada.24 
Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yang mana untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 
metode ilmiah.25 
 
 
 
                                                 
24 Hadari Nawawi, Metode Penelitian di Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2015), hlm. 63. 
25 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm. 6. 
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2. Sumber Data 
Sumber Data menjelaskan jenis dan sumber datanya 26. Sumber data 
yang dipakai yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan melalui temuan di lapangan. Adapun yang dijadikan 
narasumber yaitu: staf RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo serta 
observasi yang dilakukan oleh penulis. 
b. Data Sekunder 
Merupakan sumber data yang membantu memberikan 
keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni: 
data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta dari jurnal maupun 
website yang berhubungan dengan objek penelitian. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
  Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu dengan 
humas atau staf RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo yang berkaitan 
dengan objek yang akan diteliti dan pasien poliklinik. 
                                                 
26 Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Buku Panduan Seminar Proposal Penulisan dan 
Ujian Skripsi, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018), hlm. 28 
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b. Observasi  
  Observasi adalah terjun secara langsung ke lapangan dalam 
hal ini di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo. 
c. Dokumentasi 
 Mengumpulkan data-data yang berupa dengan catatan, arsip, dan 
lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Dari penelitian yang pernah dilakukan diatas maka penulis penulis akan 
mengkaji tinjauan maslahah mursalah terhadap penerapan asas kemanusiaan 
dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS PKU. 
Muhammadiyah Sukoharjo. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini tersusun menjadi 5 (lima) bab, dimana tiap-
tiap bab terbagi dalam sub-sub yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum ini. Sistematika 
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:  
Bab I pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II gambaran tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai 
nama programnya dan BPJS sebagai badannya juga asuransi, Asas 
kemanusiaan yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Hak Asasi Manusia, Pelayanan, 
dan Maslahah Mursalah. 
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Bab III gambaran umum tentang Penerapan Asas Kemanusiaan di RS. 
PKU Muhammadiyah Sukoharjo dan program Jaminan Kesehatan Nasional 
yang berada di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo. 
Bab IV dipaparkan analisis mengenai tinjauan maslahah mursalah 
terhadap penerapan asas kemanusiaan dalam pelayanan peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo. 
BAB V adalah penutup berisi kesimpulan yang tegas dan analisis pada 
bab sebelumnya, diberikan juga saran yang dapat penulis berikan dari temuan 
yang dapat memberikan manfaat secara praktis. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG HAM, ASAS KEMANUSIAAN DALAM 
UNDANG-UNDANG BPJS, ASURANSI, PELAYANAN PUBLIK, 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), DAN MAS{LAH{AH AL-
MURSALAH 
A. Hak Asasi Manusia 
1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 
Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: 
hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama hak dan asasi berasal dari 
bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata 
haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq. Kata haqq diambil dari akar 
kata haqqa, yahiqqu, haqqaan artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. 
Haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu. 
Adapun kata asasi berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan 
artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk 
tunggal dari kata usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari 
segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi diadopsi dalam bahasa 
Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.1 
Dalam bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak 
mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda 
                                                 
1 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonmi, Sosial, dan Budaya, 
(Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 17 
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penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, 
huququl insan (Arab), human rights (Inggris), droits de l’home (Prancis), 
menschenrechte (Belanda/Jerman), derechos humanos (Spanyol), dereitos 
humanos (Brazil), diritti umani (Yunani) dan sebagainya.2 Menurut Jan 
Matterson dari komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa 
menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada 
diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai 
manusia.3 
Hak asasi disebut juga dengan hak dasar manusia atau human 
rights yaitu hak-hak manusia pokok yang tidak dapat dipisahkan dari 
badannya dan tidak dikurangi oleh siapapun juga. Misalnya hak hidup, hak 
kemerdekaan, hak untuk mengejar kebahagiaan, dan sebagainya. Adapun 
hak asasi didefinisikan sebagai sejumlah hak yang seakan-akan berakar 
dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, 
yang tidak dapat dicabut hilang juga kemanusiaannya. 
2. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pascaamandemen  
Hans Kelsen memformulasikan konsepsi negara hukum dalam 
kaitannya demokratisasi dan HAM dengan mengarkumentasikan empat 
syarat, yaitu: (1) Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan 
undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. (2) 
Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap 
                                                 
2 Ibid, hlm. 18 
3 Baharudin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-Hak Azazi Manusia, (Yogyakarta: Dhana Bhakti 
Prima Yasa, 2001), hlm. 52 
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kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara. (3) Negara yang 
menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan (4) Negara yang 
melindungi hak asasi manusia.4 
Berkaitan dengan hal tersebut dalam hal perlindungan HAM, 
amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. 
Hal ini berbeda dengan UUD 1945 praamandemen yang memuat pasal-
pasal HAM secara garis besar saja. UUD 1945 pasca amandemen selain 
memuat pasal-pasal HAM secara garis besar, juga memberikan bab khusus 
yang mengakomodasi tentang aturan HAM yaitu pada Bab XA yang 
memuat 10 pasal mulai dari pasal 28A hingga pasal 28J. 
Pasal 28A 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. 
Pasal 28B 
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Pasal 28D 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
 
                                                 
4 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen 
UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), hlm. 343 
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Pasal 28H 
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
B. Asas Kemanusiaan dalam Undang-Undang BPJS 
Asas kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 2 huruf A memberikan 
penjelasan tentang asas kemanusiaan yaitu asas yang terkait dengan 
penghargaan terhadap martabat manusia. 5 Tanpa membedakan strata sosial, 
status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, 
golongan, dan sejenisnya. 
C. Asuransi  
1. Pengertian Asuransi 
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantie, tetapi di 
dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata verzekering. Sedangkan dalam 
bahasa Inggris disebut insurance. Kata tersebut kemudian disalin dalam 
bahasa Indonesia dengan kata ‘pertanggungan’. Dari peristilahan 
assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan 
gaessureerde bagi tertanggung. Dalam bahasa Arab, asuransi digunakan 
istilah at-ta’min, penanggungnya disebut mu’ammin, dan tertanggung 
disebut dengan mu’amman lahu atau sering disebut dengan musta’min.6 
                                                 
5 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial 
6 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2016), hlm. 35 
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Definisi asuransi menurut kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
Pasal 246 adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung 
mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu 
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin 
terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.  
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha 
perasuransian, definisi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian 
antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, 
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung 
jawab hukum kepada pihak ketika yang mungkin akan diderita 
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
Asuransi menurut Mehr dan Cammack merupakan suatu alat untuk 
mengurangi risiko keuangan, dengan cara mengumpulkan unit-unit 
eksposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian 
individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian dapat diramalkan itu 
dipikul merata oleh mereka yang tertanggung.7 
                                                 
7 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 
hlm. 211 
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2. Jenis dan Bentuk Asuransi  
a. Jenis-jenis asuransi 
Pada bab III pasal 3 UU. No. 2 tahun 1992 dijelaskan tentang 
jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam pasal 
tersebut dijelaskan diantaranya: 
1) Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan 
jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, 
manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 
timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 
2) Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa 
dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau 
meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 
3) Re-Asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan 
pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh 
perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.8 
b. Bentuk-Bentuk Asuransi  
1) Asuransi timbal balik (assurance mutualle), bentuk asuransi ini 
juga sering disebut sebagai asuransi saling menjamin atau 
menanggung, yaitu suatu perjanjian perkumpulan diantara para 
peserta asuransi pertanggungan itu didasarkan pada suatu 
kecelakaan yang menimpa salah satu diantara mereka. Hal 
                                                 
8 Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 35 
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demikian dilakukan atas dasar kerugian salah seorang anggota. 
Adanya kerugian sama besar tersebut dipikul oleh anggota 
asuransi secara bersama-sama. 
2) Asuransi ganti rugi (schade verzekering), adalah suatu perjanjian 
yang mana si penanggung berjanji akan mengganti kerugian 
seseorang peserta. Penggantian tersebut diberikan terhadap 
seseorang sebagai tertanggung yang mengalami kerugian tertentu, 
sebagai contoh asuransi kebakaran. Secara teknis, 
pengelompokan asuransi ditimbulkan karena sebab-sebab yang 
bukan jiwa, cacat, atau kematian haruslah diasuransikan pada 
perusahaan asuransi harta. 
3) Asuransi sejumlah uang (sommen- verzekering), adalah suatu 
perjanjian asuransi yang mana si penanggung berjanji akan 
membayar seseorang yang menjadi tertanggung, dimana 
jumlahnya telah ditetapkan terlebih dahulu, pembayaran klaim 
asuransi tersebut tidak didasarkan pada suatu kerugian tertentu, 
misalnya asuransi jiwa.  
4) Asuransi Premi (premie verzekering), adalah suatu perjanjian 
asuransi antara perusahaan asuransi di satu pihak sebagai 
penanggung dan peserta asuransi sebagai tertanggung dipihak 
lain. Namun demikian, para peserta asuransi sebagai tertanggung 
secara sendiri-sendiri tidak ada hubungan hukum satu sama lain 
(sesama peserta). 
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5) Asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering), adalah 
suatu perjanjian perkumpulan yang terdiri dari para pihak 
penanggung dan tertanggung selaku anggota. Para peserta tidak 
membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada 
pengurus dari perkumpulan itu. Selaku anggota perkumpulan 
mereka akan menerima pembayaran apabila dipenuhi syarat-
syarat tertanggung dari suatu peristiwa yang semula belum dapat 
ditentukan akan terjadinya. 
6) Asuransi wajib, dikatakan wajib karena salah satu pihak yang 
mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan perjanjian. 
Pihak yang mewajibkan biasanya pemerintah, tetapi tidak selalu 
monopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam perjanjian 
pertanggungan menempati posisi sebagai penanggung. 
Pemerintah dalam mengambil kebijakan mewajibkan hal tersebut 
kepada anggota masyarakat. Kebijakan itu biasanya didasarkan 
atas pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya yang 
akan menimpanya. Akan tetapi juga bertujuan lain, yaitu 
mengumpulkan dana untuk kepentingan yang lebih penting.9 
Asuransi kesehatan dan Jaminan hari tua dari Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS), Program pensiun dan tabungan hari tua untuk pegawai 
negeri sipil dan angkatan bersenjata yang dikelola oleh PT Taspen dan PT 
Asabri, dan Asuransi kecelakaan dijalan raya dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja 
                                                 
9 Kuat ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah, ..., hlm. 50 
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merupakan produk dari Asuransi Sosial.10 Asuransi sosial menurut Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah 
mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna 
memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta 
dan /atau anggota keluarganya. 
D. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga 
makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan 
orang lain dengan memperoleh imbalan uang; (3) kemudahan yang 
diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian 
pelayanan adalah bahwa pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat 
yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya 
tidak terwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses 
produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.11 
Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti 
membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, 
kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihal /cara melayan, servis/ 
jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Istilah lain yang sejenis 
dengan pelayanan itu adalah pengabdian atau pengayoman.12 
                                                 
10 https://www.cermati,com/artikel/amp/mengenal-jenis-asuransi-berdasarkan-aspek-
dasarnya/, diakses 20 Maret 2019, pukul 12.04 
11 Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: PT. Gava Media, 2011), hlm. 
10 
12 Ibid., hlm. 11 
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Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Pelayanan Publik berarti, “segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”. Sedangkan berdasarkan 
Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan 
umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, 
baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Konsep Pelayanan Publik 
Konsep pelayanan publik dalam meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah menjalankan fungsi 
pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan 
pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Pelayanan publik pada hakikatnya 
adalah amanah yang tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. Dalam meningkatkan pelayanan harus sesuai 
dengan konsep pelayanan publik yang diberikan pemerintah dapat 
diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu pelayanan kebutuhan dasar 
dan pelayanan umum.13 
 
                                                 
13 Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik..., hlm.20 
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a. Pelayanan Kebutuhan Dasar 
1) Kesehatan 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar 
masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara 
yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara 
mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk 
mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan 
kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya 
manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. 
2) Pendidikan Dasar 
Pendidikan dasar merupakan suatu bentuk investasi 
sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat 
ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap 
pendidikan.  
b. Pelayanan Umum 
Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai 
investasi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan 
pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum yang harus 
diberikan pemerintah terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: 
1) Pelayanan Administratif, adalah pelayanan berupa penyediaan 
berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik. 
2) Pelayanan barang, adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik. 
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3) Pelayanan Jasa, adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk jasa yang dibutuhkan publik. 
3. Standar Pelayanan Publik 
Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya bagi penerima pelayanan dalam proses 
pengajuan permohonan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang 
dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman 
yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan 
menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan 
permohonan serta sebagai alat kontrol masyarakat atau penerima layanan 
atas kinerja penyelenggara pelayanan. Dalam menyelenggara pelayanan 
publik setidaknya memuat standar meliputi: 
a. Prosedur Pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi 
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan 
termasuk pengaduan. 
c. Biaya Pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rincian yang 
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 
d. Produk Pelayanan, hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
31 
 
 
 
e. Sarana dan Prasarana, penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, kompetensi petugas pemberi 
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.14 
4. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pelayanan Publik 
Dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus memuat prinsip-
prinsip yang sudah diatur, karena untuk mengukur kapasitas kualitas 
pelayanan terhadap masyarakat demi memberikan kenyamanan dalam 
pelayanan, prinsip tersebut memuat:  
a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami, dan mudah dilaksanakan 
b. Kejelasan  
1) Pelaksanaan teknis dan administratif pelayanan publik. 
2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / 
persoalan / sengketa dalam pelaksanaan pelayanan. 
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
                                                 
14 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, (Bandung: PT Refika Aditama, 
2009), hlm. 65 
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d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 
sah. 
e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara 
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 
pelaksanaan pelayanan publik 
g. Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender, dan status ekonomi. 
h. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi, telekomunikasi, dan informatika (telematika). 
i. Kemudahan akses, tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 
teknologi telekomunikasi dan informasi. 
j. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan 
pelayanan dengan ikhlas. 
k. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 
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sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti 
parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.15 
E. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
1. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum 
publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 
yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.16 Dalam hal 
ini BPJS Kesehatan dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. 
Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan 
jaminan pensiun. Dalam undang-undang menyebutkan bahwa BPJS wajib 
bagi semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang 
telah tinggal di Indonesia minimal 6 bulan. 
Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang 
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden ditugaskan untuk membentuk 
sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan 
sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Pemerintah 
sesungguhnya telah menyelenggarakan beberapa jaminan sosial di bidang 
kesehatan yaitu melalui PT Askes dan PT Jamsostek, sedangkan untuk 
masyarakat miskin dan tidak mampu melalui Jaminan Kesehatan 
                                                 
15 Ibid., hlm. 65 
16 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial 
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Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda). 
Namun demikian, skema-skema tersebut masih terbagi-bagi, biaya 
kesehatan dan mutu pelayanan masih sulit terkendali. Maka pada tahun 
2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa 
jaminan sosial wajib bagi penduduk termasuk Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan bahwa 
Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang di 
implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Tata kelola BPJS diatur dalam 
UU BPJS, di samping itu BPJS sebagai badan hukum publik memiliki 
kekuasaan dan kewenangan mengatur publik melalui kewenangan 
membuat peraturan-peraturan yang mengikat publik. BPJS berwenang 
mengawasi dan menjatuhkan sanksi kepada peserta.17 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan merupakan bagian 
dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan 
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak 
                                                 
17 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
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diberikan kepada setiap orang yang membayar iur atau iurannya dibayar 
oleh pemerintah.18 
Peserta BPJS dikelompokan menjadi dua yaitu: 
a. PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta jaminan kesehatan bagi 
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU 
SJSN yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai program 
jaminan kesehatan. 
b. Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta jaminan 
kesehatan bagi yang bekerja menerima upah maupun bekerja tidak 
menerima upah terikat dengan keluarganya dan bukan bekerja masih 
terikat keluarganya.  
Dalam BPJS ruang perawatan diklasifikasikan menjadi tiga sesuai 
dengan iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS sebagai berikut: 
a. Ruang perawatan kelas pertama dengan membayar iuran sebesar Rp. 
25.000 atau bagi yang berpenghasilan kurang dari 50 persen dari 
UMP di setiap daerah masing-masing, yaitu: 
1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
2) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja 
dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 
III. 
                                                 
18 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional 
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b. Ruang perawatan kelas dua dengan membayar iuran sebesar Rp. 
50.000 atau bagi yang berpenghasilan dibawah satu juta, yaitu: 
1) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri 
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota 
keluarganya. 
2) Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II 
beserta anggota keluarganya. 
3) Anggota Polri dan penerima pensiun anggota Polri yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II 
beserta anggota keluarganya. 
4) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta 
anggota keluarganya. 
5) Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) 
kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 
(satu) anak, beserta anggota keluarganya. 
6) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan 
pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang 
perawatan kelas II. 
c. Ruang perawatan kelas tiga dengan membayar iuran sebesar Rp. 
80.000 atau yang berpenghasilan diatas satu juta, yaitu: 
1) Pejabat negara dan anggota keluarganya. 
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2) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri 
Sipil golongan III dan golongan IV beserta anggota keluarganya. 
3) Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan IV beserta 
anggota keluarganya. 
4) Anggota Polri dan penerima pensiun anggota Polri setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan IV beserta 
anggota keluarganya. 
5) Pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan III dan golongan IV dan anggota 
keluarganya. 
6) Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 
7) Peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali 
PTKP dengan status kawin dengan 2(dua) anak dan anggota 
keluarganya. 
8) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja 
dengan iuran untuk manfaat pelayanan diruang perawatan kelas 
I. 
Dalam program BPJS Kesehatan juga memfasilitasi bagi peserta 
demi kenyamanan sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemampuan peserta 
yang meliputi: 
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a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: 
1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Non Perawatan dan 
Puskesmas Perawatan (Puskesmas dengan tempat tidur). 
2) Fasilitas kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
a) TNI Angkatan Darat: Poliklinik kesehatan dan Pos kesehatan. 
b) TNI Angkatan Laut: Balai kesehatan A dan D, balai 
pengobatan A, B, dan C, lembaga kesehatan kelautan, dan 
lembaga kedokteran gigi. 
c) TNI Angkatan Udara: Seksi kesehatan TNI AU, Lembaga 
Kesehatan Penerbangan dan Antariksa (Lakespra), dan 
Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut (Lakesgilut). 
3) Fasilitas kesehatan milik Polisi Republik Indonesia (POLRI), 
terdiri dari poliklinik induk Polri, Poliklinik umum Polri, 
Poliklinik lain Polri, dan Tempat Perawatan Sementara (TPS) 
Polri. 
4) Praktek dokter umum/klinik umum, terdiri dari praktek dokter 
umum perseorangan, praktek dokter umum bersama, klinik 
dokter umum/klinik 24 jam, praktek dokter gigi, klinik Pratama, 
RS Pratama. 
b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut 
1) Rumah sakit, terdiri dari RS Umum (RSU), Rumah Sakit Umum 
Pemerintah Pusat (RSUP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 
RS Umum Swasta, RS Khusus, RS Khusus Jantung 
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(Kardiovaskuler), RS Khusus Kanker (Onkologi), RS Khusus 
Paru, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS Khusus Kusta, 
RS Bergerak dan RS Lapangan. 
2) Balai kesehatan terdiri dari: Balai Kesehatan Paru Masyarakat. 
Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, 
dan Balai Kesehatan Jiwa. 
c. Fasilitas kesehatan penunjang yang tidak bekerja sama secara 
langsung dengan BPJS Kesehatan namun merupakan jejaring dari 
fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yaitu: 
1) Laboratorium Kesehatan 
2) Apotek 
3) Unit Transfusi Darah 
4) Optik19 
2. Hak dan Kewajiban Pasien 
Pasien berasal dari kata patiens, yang akar katanya patio yang 
berarti orang yang menderita. Definisi penderitaan sebagai suatu keadaan 
distress (ketidaknyamanan) yang berat yang dihubungkan dengan suatu 
peristiwa yang mengancam keutuhan atau integritas 
seseorang.20Penderitaan tidak hanya mempengaruhi fisik atau psikologis, 
                                                 
19 Andi, “Fasilitas Kesehatan”. https://bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/index.php/page/detail/2015/14, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 
16.20  
20 Subarjo Cahyono, Menjadi Pasien Cerdas, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2013), hlm. 118. 
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melainkan mempengaruhi secara keseluruhan baik itu fisik, emosi, mental, 
spiritual, dan aspek kehidupan sosial. Kebutuhan pasien bukan sekedar 
memperoleh pengobatan, melainkan juga menginginkan kesembuhan. 
Lebih rincinya yang diinginkan oleh pasien ada 3 (tiga) kebutuhan pasien 
yaitu: 
a. Pasien mengharapkan kemudahan akses dalam pelayanan. Akses 
untuk mendapatkan layanan yang cepat dan tepat waktu tanpa harus 
menunggu terlalu lama. Akses untuk menemui dokter yang 
merawatnya dan memperoleh hasil tes serta diagnosis dengan segera. 
Pasien juga mengharapkan pelayanan yang diberikan menjamin 
adanya kesinambungan. 
b. Pasien mengharapkan memperoleh pelayanan yang aman dan 
berkualitas (efektif dan efisien). 
c. Pasien ingin diperlakukan secara bermartabat (dignity), dihargai, dan 
didengar. Sebagai pribadi yang sedang mengalami penderitaan, stres, 
depresi, cemas, emosi yang labil, dll, pada hakikatnya mereka 
mengharapkan layanan yang penuh empati dan keramahan.21  
Anggota BPJS harus memenuhi hak dan kewajibannya untuk 
saling berkaitan demi kenyamanan, kelancaran dan keterbukaan dalam 
layanan kesehatan. 
 
 
                                                 
21 Ibid., hlm. 119 
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a. Hak Pasien 
1) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan. 
2) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban 
serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
3) Mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 
4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan 
atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan. 
b. Kewajiban Peserta 
1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang 
besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, 
perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, atau pindah 
fasilitas kesehatan tingkat I. 
3) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan 
oleh orang yang tidak berhak. 
4) Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. 
3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
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menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. 22 
Setiap rumah sakit mempunyai hak: 
a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia 
sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. 
b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, 
insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 
mengembangkan pelayanan. 
d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. 
f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan. 
g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit  sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
h. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit 
yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. 
Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, termuat kewajiban Rumah sakit sebagai berikut: 
                                                 
22 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 
hlm. 219 
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a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit 
kepada masyarakat. 
b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, 
dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien dengan standar 
pelayanan rumah sakit. 
c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 
kemampuan pelayanannya. 
d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana 
sesuai dengan kemampuan pelayanannya. 
e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu 
atau miskin. 
f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas 
pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa 
uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana, dan kejadian 
luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. 
g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan 
kesehatan di rumah sakit sebagai acuan melayani pasien 
h. Menyelenggarakan rekam medis. 
i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sara 
ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita 
menyusui, anak-anak, lanjut usia. 
j. Melaksanakan sistem rujukan, dll 
 
44 
 
 
 
F. Mas{lah{ah al-Mursalah 
a. Pengertian Mas{lah{ah al-Mursalah 
Kata “mas{lah{ah” berakar pada al-as{lu, ia merupakan bentuk 
ma{sdar dari kata kerja s{alah{a dan s{ulah{a yang secara etimologis berarti 
manfaat, faedah,bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu 
s{araf  (morfologi), kata “mas{lah{ah” satu pola dan semakna dengan kata 
manfa’ah. Kedua kata ini (mas{lah{ah dan manfa’ah ) telah diubah ke dalam 
bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat”.23 
Secara etimologis, kata mas{lah{ah adalah kata benda infinitif dari 
akar kata s{ulah{a. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan 
sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara 
alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata 
ini juga digunakan untuk urusan atau bisnis yang kondusif terhadap 
kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.24 
Secara terminologis, al-mas{lah{ah adalah kemanfaatan yang 
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa 
pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, 
pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal 
budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya 
sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata 
                                                 
23 Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 52 
24 Mudhofir Abdullah, Masail al-Fiqhiyah, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 93 
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“kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. 
Sementara kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” 
juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata dari “mudarat” yang 
berarti rugi atau buruk.25 Dalam arti yang umum, maslahah adalah setiap 
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 
menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam 
arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. 
Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan al-muh{afad{ah ‘ala 
maqs{ud al-syar’i (menjaga tujuan syara’); tujuan syara’ terhadap manusia 
meliputi lima perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan 
manusia dibidang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang 
dapat melindungi lima hal utama ini disebut disebut dengan maslahat dan 
semua yang dapat merusak lima hal utama ini dianggap mudarat (lawan 
maslahat), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudarat 
tersebut adalah maslahat.26 
Al-Sya>t{ibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan 
bahwa mas{lah{ah al-mursalah adalah setiap prinsip syara’ yang tidak 
disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta 
maknanya diambil dari dalil-dalil syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah 
sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah 
menjadi prinsip dan digunakan syara’ dan qat{‘i.27 
                                                 
25 Ibid  
26 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah .., hlm. 35 
27 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 120. 
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Mas{lah{ah al-mursalah merupakan salah satu metode yang 
dikembangkan ulama us{ul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash. 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, mas{lah{ah al-mursalah yaitu suatu yang 
dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk 
merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung 
atau menolaknya, sehingga disebut mas{lah{ah al-mursalah (maslahat yang 
terlepas dari dalil secara khusus).28 Menurut Ibnu Taimiyah, mas{lah{ah al-
mursalah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung 
kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan 
syara’.29 
Menurut us{ul fiqh, mas{lah{ah al-mursalah ialah kemaslahatan yang 
telah disyariatkan oleh syari’ dalam wujud hukum, dalam rangka 
menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapatnya dalil yang 
membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, mas{lah{ah al-mursalah itu 
disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan 
salah. Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kata mas{lah{ah adalah sesuatu yang mendorong pada kebaikan. Adapun 
mas{lah{ah al-mursalah adalah suatu kebaikan yang tidak ada sesuatu yang 
mendukungnya, maupun yang membatalkannya, tetapi merupakan bagian 
dari menghilangkan keburukan. Pembentukan hukum berdasarkan 
kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan 
                                                 
28 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 149. 
29 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 229. 
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manusia. Artinya dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, 
dan juga menghindarkan kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. 
Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar 
perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.30 
b. Pembagian mas{lah{ah 
Para ulama us{ul fiqh membagi maslahat menjadi beberapa macam 
dan dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut: 
a. Dengan mengacu arti terminologi, para ulama us{ul fiqh kemudian 
membuat kategori al-mas{lah{ah al-mursalah dilihat dari segi 
tingkatannya (peringkat) dibagi kepada tiga, yaitu: 
1) Mas{lah{ah D{aru>riyyat, yang dimaksud dalam tingkatan ini adalah 
kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi 
manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika 
ia luput dari kehidupan manusia maka akan mengakibatkan 
rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. 
2) Mas{lah{ah Hajiyyat, yang dimaksud jenis ini adalah persoalan-
persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan 
kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, 
mas{lah{ah ini lebih rendah tingkatannya dari mas{lah{ah d{{aru>riyyat. 
Sebagai contoh mas{lah{ah hajiyyat adalah diperbolehkannya 
                                                 
30 Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra 
Media, 1997), hlm. 143. 
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berbuka puasa bagi musafir, dan orang sakit, serta 
diperbolehkannya meng-qashar salat bagi musafir.  
3) Mas{lah{ah Tahsiniyyat, yaitu dimaksud dengan mas{lah{ah jenis ini 
adalah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi 
pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak 
diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan 
dan keguncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. 
Misalnya, memakai pakaian yang indah dan harum dalam 
beribadah.31 
b. Dilihat dari eksistensinya , maka mas{lah{ah dibagi oleh ulama ushul 
fiqh menjadi tiga macam, yaitu al-mas{lah{ah al-mu’tabarah, al-
mas{lah{ah al-mulghah, al-mas{lah{ah al-mursalah.32 
1) Al-Mas{lah{ah Al-Mu’tabarah 
Al-mas{lah{ah al-mu’tabarah yakni kemaslahatan yang 
terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan 
kmengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa akal, 
kehormatan dan harta. Allah menyariatkan jihad, karena untuk 
membela agama, Allah menyariatkan qisas karena untuk 
melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kedap 
peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan 
hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk 
                                                 
31 Mardani, Ushul Fiqh ..., hlm. 229 
32 Ibid, hlm. 230 
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menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had 
kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta. 33 
Maslahat yang mu’tabarah (dapat diterima) ialah 
maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima 
jaminan dasar, yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, 
keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, 
keselamatan harta benda. Kelima dasar itu merupakan tiang 
penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman 
dan sejahtera.34 
a) Jaminan keselamatan jiwa (al-muh{afaz{ah ‘ala an-nafs) ialah 
jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan 
mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum jaminan 
ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan 
terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga 
kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berpikir serta 
mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan 
memilih tempat tinggal dan lain sebagainya. 
b) Jaminan keselamatan akal (al-muh{afaz{ah ‘alal-‘aql), ialah 
terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan 
orang yang bersangkutan tidak berguna ditengah masyarakat, 
sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. 
                                                 
33 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah..., hlm. 39 
34 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, terj, Saefullah Ma.shum dkk, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2014), hlm. 451. 
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Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan 
syariat islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan 
kemampuan akal pikiran dan menjaga dari berbagai hal yang 
membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala 
sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan 
adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal. 
c) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-muh{afaz{ah 
an-nasl), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia 
agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik 
pekerti dan agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui 
penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan 
pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar 
memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang 
memadai. 
d) Jaminan keselamatan harta benda (al-muh{afaz{ah al-ma>), 
yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional 
melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan 
perekonomian dengan cara lalim dan curang. 
e) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (al-
muh{afaz{ah da-di>n), yaitu dengan menghindarkan timbulnya 
fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi 
dorongan hawa nafsu dan perbuatan yang mengarah kepada 
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kerusakan secara penuh karena itu Allah berfirman dalam QS. 
Al-Baqarah: 256 35 
 َۚ ِ دَغ
ۡ
لٱ َنِم ُدۡشُّرلٱ َ ذينَبذت دَق ِِۖنيِ دلٱ ِفِ َهاَر
ۡ
ِكإ ٓ
َ
لَ.... ٢٥٦ 
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat.” (QS. Al-Baqarah: 256)36 
2) Al-Mas{lah{ah Al-Mulgha>h 
Al-mas{lah{ah al-mulgha>h, yaitu maslahat yang 
berlawanan dengan ketentuan nash. Misalnya, menyamakan 
bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. 
Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan 
dengan ayat Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 11: 
 ن ِۡينََيثن
ُ ۡ
لۡٱ ِ دظَح ُلۡثِم ِرَك
ذِلذل ۖۡمُكِدََّٰلۡو
َ
أ ِٓفِ ُ ذلِلّٱ ُمُكيِصُوي....  ١١ 
 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagahian dua orang anak perempuan”. (QS.An-
Nisa’:11)37 
Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena 
kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban 
membayar maskawin dan memberi nafkah.  
3) Al-Mas{lah{ah Al-Mursalah 
Al-mas{lah{ah al-mursalah, yaitu maslahat yang tidak 
disebutkan oleh nash penolakannya atau pengakuannya. Al-
                                                 
35 Ibid, hlm.452 
36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 
hlm. 43. 
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 79. 
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mas{lah{ah al-mursalah menurut ushuliyin adalah al-mas{lah{ah 
dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak 
kemudharatan. Contohnya kemaslahatan yang mengkodifikasi 
Al-Qur’an, pembukuan hadis, dan peraturan lalu lintas. Peraturan 
lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung 
menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu 
lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan 
bahwa pengaturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan 
sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan 
untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat 
kecelakaan lalu lintas.38 
c. Dilihat dari segi kandungan maslahah dibagi menjadi: 
1) Al-Mas{lah{ah al-‘Ammah 
Al-Mas{lah{ah al-‘ammah adalah kemaslahatan yang 
menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak 
berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk 
kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, 
para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat 
merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang 
banyak.39 
 
                                                 
38 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah ..., hlm. 43. 
39 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 
2009), hlm. 201. 
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2) Al-Mas{lah{ah al-Khas{s{ah  
Al-Mas{lah{ah al-khas{s{ah adalah kemaslahatan pribadi ini 
sangat jarang. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan 
pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan 
hilang (mauquf).40 
d. Dilihat dari segi berubah atau tidak maslahah, dibagi menjadi: 
1) Al-Mas{lah{ah al-Tsa>bitah 
Al-Mas{lah{ah al-tsa>bitah adalah kemaslahatan yang 
bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya 
berbagai kewajiban ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.41 
2) Al-Mas{lah{ah al-Mutaghayyirah 
Al-Mas{lah{ah al-mutaghayyirah adalah kemaslahatan 
yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan 
subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan 
permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Contohnya dalam 
masalah makanan yang berbeda-beda dengan daerah lainnya.42 
c. Persyaratan Mas{lah{ah al-Mursalah 
Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil mas{lah{ah al-
mursalah yang akan ditetapkan untuk menggali suatu hukum ialah: 
                                                 
40 Ibid, hlm. 202 
41 Ibid, hlm. 207 
42 Ibid, hlm. 206 
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a. Mas{lah{ah al-Mursalah itu hendaknya kemaslahatan yang memang 
tidak terdapat dalil yang menolaknya. Menurut Abu Zahrah, ialah 
maslahah yang sesuai dengan tujuan syara’. 
b. Mas{lah{ah al-Mursalah itu hendaknya maslahat yang hakiki yang 
dapat dipastikan bukan samar-samar atau perkiraan atau rekayasa saja. 
c. Mas{lah{ah al-Mursalah itu hendaknya maslahah yang bersifat umum, 
bukan mas{lah{ah kulliyah bukan maslahat juz’iyah yaitu kemaslahatan 
yang mendatangkan kemanfaatan untuk seluruh umat bukan 
segolongan umat.43 
Imam Al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam meng-
istinbat-kan hukum menggunakan mas{lah{ah al-mursalah diantaranya: 
a. Mas{lah{ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’. 
b. Mas{lah{ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas{ syara’. 
c. Mas{lah{ah itu termasuk dalam kategori mas{lah{ah yang da{ru<ri, baik 
yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan 
universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.44 
Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana 
tertulis dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahrah, menjelaskan bahwa 
syarat-syarat mas{lah{ah al-mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah: 
a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber 
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqa>shid al-
                                                 
43 Mardani, Ushul Fiqh ..., hlm. 231 
44 Marun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publising House, 1996), hlm. 123 
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syari>’ah). Oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan 
dalil yang qat{‘i dan harus sesuai dengan maslahat yang ingin 
diwujudkan oleh syar’i. 
b. Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat 
yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya 
diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. 
c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak 
diambil maka akan menyebabkan kesulitan.45 
Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang 
dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (mas{lah{ah al-mursalah) 
tercabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah yang 
dipengaruhi oleh hawa nafsu dengan mas{lah{ah al-mursalah.46 
d. Kehujjahan Mas{lah{ah Al-Mursalah 
Ulama sepakat bahwa mas{lah{ah al-mursalah tidak sah menjadi 
landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang agama harus 
diamalkan sebagaimana adanya diwariskan Rasulullah, dan oleh karena itu 
bidang ibadah tidak berkembang. Golongan yang menerima mas{lah{ah al-
mursalah sebagai h{ujjah syar’iyyah adalah mazhab Maliki dan mazhab 
Hambali dan sebagian dari kalangan Syafi’i. Mereka berdalil kepada:47 
                                                 
45 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh ..., hlm. 454. 
46 Ibid, hlm.455. 
47 Ibid, hlm. 454 
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a. Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan 
menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya. 
Hukum syariat ada untuk menjaga kemaslahatan dan sebagai rahmat 
manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dalam surah Al-Anbiya 
ayat 107: 
  َينَِملََّٰع
ۡ
ِل
د
ل ٗةََۡحۡر 
ذ
ِلَإ َكََّٰن
ۡ
لَۡسر
َ
أ ٓاَمَو١٠٧ 
”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)48 
Sesuai pula dengan surah At-Taubah ayat 128: 
 ۡمُكِسُفن
َ
أ ۡنِ دم 
ٞ
لوَُسر ۡمُكَٓءاَج ۡدََقل مُكۡيَلَع ٌصيِرَح ۡم
ُِّتنَع اَم ِهۡيَلَع ٌزيِزَع
  ٞميِحذر ٞفوَُءر َِيننِمۡؤُم
ۡ
لِٱب١٢٨ 
 “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 
(keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi 
penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (QS. At-Taubah: 128)49 
b. Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang 
yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. 
c. Dalam praktisi sahabat, yaitu para sahabat menggunakan maslahah 
sebagaimana h{ujjah syar’iyah, misalnya para sahabat telah 
mengkodifikasi Al-Qur’an dalam satu mushaf. Padahal hal ini tidak 
pernah dilakukan dimasa Rasulullah. Alasan yang mendorong mereka 
                                                 
48 Departemen Agama RI, Al-Qur’an ..., hlm. 332. 
49 Ibid, hlm. 208. 
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melakukan pengumpulan adalah untuk kemaslahatan agar menjaga 
Al-Qur’an dari kepunahan. Hal ini sebagai bentuk nyata dari firman 
Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 : 
  َنوُظِفَََّٰحل ۥُ
َ
لَ اذنإِ َر
ۡ
كِ دلَّٱ َا
ۡ
لۡ ذَزن ُنۡ
َ
نَ اذِنإ٩ 
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr: 9)50 
Contoh lain, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan para 
penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan harta kekayaan pribadi 
dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat 
bahwa dengan cara ini pegawainya dapat menunaikan tugasnya 
dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil 
harta ganimah (rampasan)dengan cara yang tidak halal. Jadi 
kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar bin Khattab 
mengeluarkan kebijaksanaan itu.51 
d. Adanya maslahat dengan maqa >s{id syari>’ah (tujuan-tujuan syar’i), 
artinya dengan mengambil kemaslahatan .berarti dengan 
merealisasikannya maqa>s{id syari>’ah. Sebaliknya mengesampingkan 
maslahat berarti mengesampingkan maqa>s{id syari>’ah. Sedangkan 
mengesampingkan maqa>s{id syari>’ah adalah batal. Oleh karena itu, 
adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah 
sumber hukum pokok (’as{l) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini 
                                                 
50 Ibid, hlm: 263. 
51 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh..., hlm. 456. 
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tidak keluar dari ‘us{l (sumber-sumber pokok), bahkan menjadi 
sinkronisasi antara maslahat dengan maqa>s{id syari>’ah.52 
e. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 
mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-
maslahat syar’iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami 
kesulitan dan kesempitan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 
ayat 185 
 .... َۡسُۡع
ۡ
لٱ ُمُِكب ُديُِري 
َ
لََو َۡسُۡي
ۡ
لٱ ُمُِكب ُ ذلِلّٱ ُديُِري....  ١٨٥ 
 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)53 
Terkait beberapa golongan Syafi’i dan Hambali yang tidak mau 
menggunakan mas{lah{ah al-mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam 
menetapkan hukum, alasannya sebagai berikut. 
a. Melihat dari pembagian maslahat menurut eksistensinya, maka 
mas{lah{ah mursalah termasuk kategori maslahah yang masih 
diperselisihkan. Penyikapan mas{lah{ah mursalah sebagai hujjah berarti 
mendasarkan penetapan hukum islam terhadap sesuatu yang 
meragukan dan mengambil satu dari dua kemungkinan tanpa disertai 
dalil yang mendukung. 
Alasan ini dijawab oleh kelompok yang menggunakan mas{lah{ah 
mursalah dalam penetapan hukum dengan menyatakan bahwa tidak 
                                                 
52 Ibid, hlm. 457 
53 Departemen Agama RI, Al-Qur’an ..., hlm. 458. 
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benar kalau dikatakan memandang mas{lah{ah mursalah  sebagai hujjah 
berarti mendasarkan hukum islam pada keraguan. Sebab mas{lah{ah 
mursalah ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar 
pertimbangan sehingga menghasilkan alasan yang kuat. 
Kemudian juga tidak benar bila dikatakan bahwa menjadikan 
mas{lah{ah mursalah sebagai hujjah sehingga menjadi satu atau dua 
kemungkinan tanpa didukung dalil. Sebab jika diadakan perbandingan 
antara maslahat yang dibenarkan oleh syara’ dengan maslahat yang 
ditolak oleh syara’ maka yang banyak adalah yang dibenarkan. 
b. Sikap menjadikan mas{lah{ah mursalah sebagai hujjah menodai 
kesucian hukum Islam dengan mempertaruhkan hawa nafsu dengan 
dalil maslahah. Sebab dunia terus berkembang dengan dan seiring 
dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang 
sebagai maslahat padahal menurut syara’ membawa mafsadat. 
Namun alasan ini dijawab oleh golongan yang mau menggunakan 
mas{lah{ah mursalah sebagai penetapan hukum, dikatakan tidak benar 
penetapan hukum mas{lah{ah mursalah berdasarkan hawa nafsu. Sebab 
untuk dijadikan sebuah hujjah, mas{lah{ah mursalah itu harus 
memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itulah yang akan 
mengendalikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. 
c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan mas{lah{ah 
mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum islam, berarti 
secara tidak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan 
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kesempurnaan hukum islam itu. Sebab itu, memandang mas{lah{ah 
mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya 
perbedaan hukum islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. 
Hal ini menafikan universalitas, keluasan dan keluwesan hukum islam. 
Kemudian dengan mengatakan bahwa islam memang telah 
lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan 
sempurna disini adalah pokok-pokok ajarannya dan prinsip-prinsip 
hukumnya. Jadi tidak berarti semua sudah ada hukumnya. Saat ini cukup 
banyak masalah baru yang hukumnya belum disinggung oleh nash, 
sehingga harus dilakukan ijtihad, termasuk berjihad dengan menggunakan 
al-istislah. apabila hal ini tidak dibenarkan, maka akan banyak masalah 
baru yang muncul yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum islam.54 
Jika dilihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori 
mas{lah{ah mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat 
hukum karena pada dasarnya Allah telah menciptakan segala hal didunia 
ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh dari 
hal itu sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 191: 
 ِتَّٰ َوََّٰم ذسلٱ ِق
ۡ
لَخ ِفِ َنوُر ذكَفَتَيَو ۡمِِهبوُنُج َّٰ
َ
َعَلَو اٗدوُعُقَو اٗمََِّٰيق َ ذلِلّٱ َنوُرُكَۡذي َنيِ
ذ
لَّٱ
  ِراذلۡٱ َباَذَع اَنِقَف َكَنََّٰحۡبُس 
ٗ
لَِطََّٰب اَذََّٰه َتۡقَلَخ اَم اَنذبَر ِضرۡ
َ ۡ
لۡٱَو١٩١ 
 “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 
                                                 
54 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh..., hlm. 133. 
61 
 
 
 
langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah 
kami dari siksa neraka. (QS. Ali-Imran: 191)55 
                                                 
55 Departemen Agama RI, Al-Qur’an ..., hlm. 76. 
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BAB III 
PENERAPAN ASAS KEMANUSIAAN TERHADAP PELAYANAN 
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RS. PKU 
MUHAMMADIYAH SUKOHARJO 
A. Sejarah Berdirinya RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
Diawali pada tahun 1992 mendapat wakaf tanah dari keluarga ibu Hj. 
Sunarto Batik Putri Pantes seluas 1100 m2. Kemudian tahun tahun 1993, PDM 
Sukoharjo mendapat bantuan dari Hj. Khodijah Al Kubro (Emirat Arab ) untuk 
membangun Rumah Bersalin PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Pada tanggal 
04 Desember 1995 diresmikan bangunan Rumah Bersalin PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo oleh Bupati Sukoharjo (Bapak Ir. Tedjo Suminto). 
Dari Rumah Bersalin PKU Muhammadiyah Sukoharjo berubah status 
menjadi Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo pada tanggal 24 Maret 2009 dengan SK DINKES Kabupaten 
Sukoharjo No. 01/KRIPMD/III/2009.9. Tanggal 18 November 2011 mendapat 
Surat Izin Operasional Sementara Rumah Sakit No. 445/9855/XI/2011. 
Dilanjutkan pada tanggal 18 Januari 2014 mendapatkan SK Dinas Kesehatan 
Sukoharjo No. 445/769/I/2014 tentang izin mendirikan Rumah Sakit Umum 
PKU Muhammadiyah Jl. Mayor Sunaryo No. 37 Sukoharjo. Dan tepatnya pada 
tahun 2016  mendapatkan Surat Izin Operasional dan Penetapan Rumah Sakit 
Umum Kelas C dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo SK No.: 
445/7936/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.1 
                                                 
1 http://pkusukoharjo.com/profil  
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B. Falsafah, Motto, Visi, Misi, dan Tujuan 
1. Falsafah :  
  Pelayanan yang islami dalam rangka mendapat ridho Allah  
2. Motto :  
  Kesembuhan datang dari Allah, kepuasan pasien kewajiban kami  
3. Visi : 
Terwujudnya rumah sakit pilihan yang islami dengan pelayanan kesehatan 
yang profesional, bermutu, dan terjangkau. 
4. Misi : 
a. Menjadikan rumah sakit yang bernuansa islami 
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat 
dan peduli pada kaum dhuafa. 
c. Menjadikan rumah sakit sebagai sarana ibadah dan dakwah. 
d. Mengusahakan terwujudnya karyawan yang sejahtera. 
5. Tujuan : 
a. Terwujudnya rumah sakit yang mengutamakan kaidah islami. 
b. Tercapainya pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat dan 
peduli pada kaum dhuafa. 
c. Terlaksananya dakwah islamiah sesuai tujuan Muhammadiyah. 
d. Terwujudnya karyawan yang mandiri dan sejahtera. 
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C. Struktur Organisasi 
Gambar 1 
Bagan Struktur Organisasi 
 
1. Pemilik dan Manajemen 
Pemilik      : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo 
Penyelenggara : Majelis Pembina Kesehatan Umum ( MPKU) PDM 
Sukoharjo 
Direktur     : dr. H. Machmud Surjanto, Sp.B 
Wadir Umum : drg. Sri Budiati 
Wadir Keuangan : Hj. Hartati, SKM 
Wadir Yanmed : dr.Nurrachma Yuliasri 
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2. Daftar dokter spesialis, umum, dan gigi 
Tabel 1 
Dokter Spesialis 
Nama Jabatan 
dr. H. Machmud Surjanto, Sp.B.FinaCS Dokter Spesialis Bedah 
dr. Budi Yuwono, Sp.B Dokter Spesialis Bedah 
dr. Gede Sri Dhyana, Sp.OG Dokter Spesialis Obsgyn 
dr. Ali Samhur, Sp.OG Dokter Spesialis Obsgyn 
dr. H. Ahmad Sutamat, Sp.OG Dokter Spesialis Obsgyn 
dr. Rosa Priambodo, Sp.PD Dokter Spesialis Penyakit Dalam 
dr. Ardyasih, Sp.PD Dokter Spesialis Penyakit Dalam 
dr. Elvia Maryani,Sp.A, M.Sc Dokter Spesialis Anak 
dr. Diah Lintang Kawuryan, Sp.A, M.Kes Dokter Spesialis Anak 
dr. Seti Aji Hadinoto, Sp.OT.M.Biomed Dokter Spesialis Orthopedi 
dr. Cendra Pramana W.E.,Sp.An Dokter Spesialis Anestesi 
dr. Girindro Utomo, Sp.An, M.Kes Dokter Spesialis Anestesi 
dr. Nurmala Shofiyati, Sp. THT-KL, M.Kes Dokter Spesialis THT-KL 
dr. Ifada Indriyana,Sp.Rad Dokter Spesialis Radiologi 
dr. Abdul Aziz, Sp.Rad Dokter Spesialis Radiologi 
dr. Sri Hastuti, Sp.KK Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin 
dr. Endang Tri Peterani,Sp.K Dokter Spesialis Patologi Klinik 
dr  Dwi Murhayanto, Sp.KJ.M.Kes Dokter Spesialis Jiwa 
dr. Hartanto Dwi Nugroho,Sp.P Dokter Spesialis Paru 
Sumber : RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
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Tabel 2 
Dokter Umum dan Gigi 
NO NAMA JABATAN 
1 drg. Sri Budiati Dokter Gigi 
2 dr. Nurrachma Yuliasri Dokter Umum 
3 dr. Tri Agustina Dokter Umum 
4 dr. Hanang Novianto Dokter Umum 
5 dr. Dwi Rahayu Dokter Umum 
6 dr. Riki Umarman Dokter Umum 
7 dr. Ryandika Auliya Oktorizal Dokter Umum 
8 dr. Fitriana Darmastuti Dokter Umum 
9 dr. Rum Wijayanti Dokter Umum 
10 dr. Asyari Setya Nur Muchlis Dokter Umum 
11 dr. Restian Rudy Dokter Umum 
12 dr. Krida Aji Ekananta Dokter Umum 
13 dr. Titis Purboningsih Dokter Umum 
14 dr. Dewantari Saputri Dokter Umum 
15 dr. Muhammad Hafidz.F Dokter Umum 
Sumber : RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
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D. Kegiatan, Pelayaan, dan Kapasitas Rumah Sakit 
1. Kegiatan Rumah Sakit  
Tabel 3 
PELAYANAN KETERANGAN 
IGD 24 JAM 24 JAM 
RAWAT INAP 24 JAM 
POLIKLINIK SPESIALIS KEBIDANAN SENIN-SABTU 
POLIKLINIK SPESIALIS BEDAH SENIN-SABTU 
POLIKLINIK SPESIALIS DALAM SENIN-JUMAT 
POLIKLINIK SPESIALIS PARU SENIN-SABTU 
POLIKLINIK GIGI SENIN-SABTU 
POLIKLINIK UMUM 24 JAM 
FARMASI 24 JAM 
LABORATORIUM 24 JAM 
POLIKLINIK FISIOTERAPI SENIN-SABTU 
POLIKLINIK ORTHOPEDI SENIN,RABU,JUM’AT 
POLIKLINIK SPESIALIS ANAK SENIN,SELASA,KAMIS,SABTU 
POLIKLINIK SPESIALIS THT SENIN-SABTU 
POLIKLINIK SPESIALIS RADIOLOGI SELASA & KAMIS 
POLIKLINIK SPESIALIS KULIT & 
KELAMIN 
SENIN-KAMIS 
IMUNISASI Ahad Ke-2 pagi 
Setiap tgl 29 sore 
POSYANDU LANSIA RABU Pada MINGGU 
TERAKHIR 
RADIOLOGI 24 JAM 
Sumber : RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
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2. Pelayanan Rumah Sakit 
Tabel 4 
PELAYANAN MEDIK PELAYANAN PENUNJANG 
 IGD 24 Jam  Instalasi Laboratorium 
 Rawat Inap  Instalasi Farmasi 
 Poli Umum  Instalasi Gizi 
 Poli Gigi Umum  Instalasi Radiologi 
 Poli Spesialis Kebidanan 
dan Kandungan 
 Pelayanan Ultrasonografi 
(USG) / EKG 
 Poli Spesialis Anak   Pelayanan ICU 
 Poli Spesialis Penyakit 
Dalam 
 Instalasi Sanitasi 
 Poli Spesialis Bedah  Pemulasaran Jenazah 
 Poli Spesialis Orthopedi  Pelayanan Rehabilitasi 
Medik 
 Poli Spesialis Kulit dan 
Kelamin 
 Instalasi CSSD 
 Poli Spesialis THT 
 Poli Spesilais Paru 
 Instalasi Bedah Sentral 
 Poli Spesialis Kejiwaan  Instalasi Pemeliharaan 
Sarana RS 
 Pelayanan KIA/KB  Instalasi Laundry 
 Poli Fisioterapi dan 
Massage baby 
 Pelayanan Ambulan 
  Pelayanan Rekam Medik 
  Pelayanan Kerohanian 
  Pengobatan Lansia 
 
 
 Perinatologi 
 
Sumber : RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
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3. Kapasitas Rumah Sakit 
Tabel 5 
Ruang Bersalin 
Ruang RS Kelas Jumlah TT Lantai 
Ruang Isolasi/ Ruang Firdaus II 2 TT 2 
Ruang An nisa VIP 3 TT 1 
Ruang Mina II 2 TT 1 
Ruang Musdzalifah II 3 TT 1 
Ruang Arofah III 3 TT 1 
Sumber : RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
Tabel 6 
Ruang Perawatan 
Ruang RS Kelas Jumlah TT Lantai 
IGD - 6 TT 1 
VK - 3 TT 1 
POLI - 7 TT 1 
ICU - 5 TT 2 
RR - 4 TT 2 
Sumber : RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
Tabel 7 
Bangsal Dewasa LANTAI 3 
Ruang RS Kelas Jumlah TT 
Ruang al fath I VIP 1 
Ruang al fath II VIP 1 
Ruang al fath III Utama 2 
Ruang al fath IV Utama 2 
Ruang at tiin I I 5 
Ruang at tiin II III 9 
Ruang at tiin III III 9 
Ruang at tiin IV II 6 
Sumber : RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
70 
 
 
 
E.  Prosedur Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di 
RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo melayani pasien dari yang 
menggunakan JKN baik yang PBI atau Non-PBI, dan non JKN. Di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo melayani pendaftaran online melalui WhatsApp, 
dan pendaftaran pasien datang langsung. Berikut cara pendaftaran pasien JKN 
di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo: 
1. Melalui WhatsApp ke No. 0895422626676 
a. Pasien lama: PASIEN LAMA # NO. KARTU BEROBAT # NAMA 
PASIEN # POLI # TGL PERIKSA # CARA BAYAR # TGL 
KONTROL 
b. Pasien baru: PASIEN BARU # NAMA PASIEN # L/P #TGL LAHIR 
# ALAMAT # STATUS KAWIN # NO.HP # POLI # TGL PERIKSA 
# CARA BAYAR # NO KARTU (BILA PASIEN BPJS) 
Dengan ketentuan berikut: 
1) pendaftaran dilakukan H-3 s/d H-1 sebelum tanggal periksa (jika 
kuota masih tersedia) 
2) Pendaftaran online dimulai pukul 09.00 s/d 14.00 (pada hari kerja) 
3) Khusus online lewat whatsapp sertakan bukti foto surat kontrol/surat 
rujukan yang masih berlaku 
4) Pasien akan menerima konfirmasi pendaftaran rawat jalan: waktu 
pelayanan, nama dokter, dan poliklinik 
5) Pada hari kunjungan: 
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 Pasien umum : langsung konfirmasi kedatangan ke bagian 
pendaftaran rawat jalan  
 Pasien dengan jaminan (BPJS/jasa raharja) : verifikasi di 
pendaftaran rawat jalan beserta membawa persyaratan yang 
sudah ditentukan.2 
2. Pasien datang langsung 
Pasien datang mengambil nomor antrian di bagian pendaftaran 
dengan membawa kelengkapan syarat yaitu: rujukan asli, fotokopi kartu 
BPJS, dan menunjukkan kartu BPJS yang asli. Kemudian pasien mengisi 
formulir identitas. Peserta menerima Surat Elegibilitas Pasien (SEP) untuk 
mendapatkan pelayanan dan peserta dapat memperoleh Pelayanan Rawat 
Jalan (PRJ) atau Pelayanan Rawat Inap (PRI) sesuai dengan indikasi medis. 
Apabila dokter yang memeriksa bahwa surat keterangan yang 
menunjukkan pasien masih memerlukan perawatan di Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) maka pada kunjungan berikutnya 
pasien langsung datang datang ke rumah sakit dengan menunjukkan surat 
keterangan dari dokter tersebut. Sedangkan untuk pasien mandiri saat akan 
mendaftar hanya membawa kelengkapan berupa KTP asli. 
Namun belum semua peserta memahami tentang proses 
pendaftaran, terutama persyaratan yang harus dibawa saat melakukan 
pendaftaran karena minimnya sosialisasi, ada beberapa peserta pada saat 
                                                 
2 https://pkusukoharjo.com/pendaftaran-online/  
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melakukan pendaftaran kurang membawa persyaratan salahsatunya 
fotokopi kartu BPJS.3  
Berikut jumlah total peserta Jaminan Kesehatan Nasional sampai 
bulan Agustus 2018 baik yang PBI, Non-PBI, karyawan, dan umum:4 
Tabel 8 
Cara Masuk Non-PBI PBI Karyawan Umum Total 
Rawat Darurat 144 87  4 235 
Rawat Inap 135 88  92 315 
Rawat Jalan 463 308 5 1034 1810 
Total 742 483 5 1130 2360 
 
F. Penerapan Asas Kemanusiaan Terhadap Pelayanan Peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) Di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
 Untuk mengetahui penerapan asas kemanusiaan terhadap pelayanan peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, peneliti 
melakukan wawancara dengan Mbak Nita pegawai RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo bagian RM dan peserta JKN. Di rumah sakit ini setiap hari melayani 
peserta JKN setidaknya 75-100 orang, baik yang akan periksa ke poli umum, 
poli spesialis, maupun poli gigi.5 Standarisasi pelayanan yang dilakukan oleh 
RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo terhadap peserta JKN baik yang PBI atau 
Non- PBI dan peserta Non JKN adalah sama tidak ada perbedaan dan telah 
sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana standarisasi 
                                                 
3 Observasi di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 26 Oktober 2018. 
4 Nita, Pegawai RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo bagian RM, Wawancara Pribadi, 
Tanggal 29 September 2018, Jam 9.57 – 10.50  
5 Nita, Pegawai RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo bagian RM, Wawancara Pribadi, 
Tanggal 29 September 2018, Jam 9.57 – 10.50 
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pelayanan harus sesuai dengan asas kemanusiaan, asas kemanfaatan, dan asas 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.6 Asas kemanusiaan telah diterapkan di 
RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Dan telah ditempatkan sesuai dengan 
kelas yang telah ditentukan oleh BPJS.  
Program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS mengalami hambatan, 
hambatan tersebut datang dari para peserta JKN yang mana mereka belum 
paham tentang prosedur yang harus dilalui ketika memeriksakan dirinya atau 
anggota keluarganya ketika sakit dengan menggunakan JKN, mereka 
menganggap bahwa sudah tidak melakukan pembayaran sama sekali, selain itu 
mereka juga tidak paham tentang sistem JKN yang ada di rumah sakit misalnya 
dalam proses rujukan.7  
Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang 
dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan tingkat kedua 
hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, 
dan pelayanan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan 
kesehatan tingkat kedua atau pertama, kecuali pada keadaan darurat. Fasilitas 
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) penerima rujukan wajib merujuk 
kembali peserta JKN disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan 
secara medis peserta sudah dapat dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) yang merujuk. Program Rujuk Balik (PRB) pada penyakit 
kronis wajib dilakukan apabila kondisi pasien sudah dalam keadaan stabil dan 
                                                 
6 Observasi di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 26 Oktober 2018 
7 Nita, Pegawai RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo bagian RM, Wawancara Pribadi, 
Tanggal 29 Oktober 2018, Jam 9.57 - 10.50 
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disertai surat keterangan rujuk balik yang dibuat dokter spesialis/sup spesialis. 
Rujukan partial dapat dilakukan antar fasilitas kesehatan dan biaya ditanggung 
oleh fasilitas kesehatan yang merujuk. Kasus medis yang menjadi kompetensi 
FKTP harus diselesaikan secara tuntas, kecuali terdapat keterbatasan sarana 
dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama.8 
Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi penyuluhan 
kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap, 
pelayanan gawat darurat, dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan 
operasi jantung. 9  Di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo seluruh biaya 
perawatan yang dilakukan oleh peserta JKN tercover asalkan sesuai dengan 
kelas perawatan yang telah ditetapkan oleh BPJS.  
Kemudian untuk memperkuat hasil penelitian, maka selain melakukan 
wawancara dengan pegawai rumah sakit yang menangani BPJS, peneliti juga 
melakukan wawancara dengan peserta JKN yang berada di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo.  
1. Bapak Witoyo 
Beliau salah satu peserta JKN yang dirawat di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo, beliau saat dirawat terkena sakit tipes dan 
dirawat di ruang perawatan kelas III. Bahwasanya pelayanan yang 
dilakukan oleh pihak rumah rumah sakit sudah sesuai dengan harapannya 
                                                 
8  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
9 Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional 
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walaupun hanya di ruang perawatan kelas III dan juga sebagai peserta PBI 
juga serta tidak merasa dibedakan. 
2. Ibu NN (tidak mau disebutkan namanya) 
Beliau salah satu peserta JKN yang dirawat di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo, beliau dirawat karena sakit tekanan darah 
tinggi (hipertensi) dan dirawat di kelas VIP, sebagai peserta JKN Non-PBI. 
Beliau mengatakan bahwa seharusnya beliau dirawat diruang perawatan 
kelas I, tapi menurut rumah sakit ruang perawatan kelas I nya penuh maka 
beliau naik kelas dan harus membayar sebagian biaya perawatan yang 
belum ditanggung oleh JKN, dan menurut beliau mending sama saja bayar 
sendiri tidak usah menggunakan JKN serta pelayanannya di ruang 
perawatan VIP lebih memuaskan, sebelumnya beliau juga pernah dirawat 
di ruang perawatan kelas I dan merasakan perbedaannya. Bahwasanya 
pelayanan yang dilakukan kurang maksimal beda dengan pasien yang 
dirawat diruang perawatan kelas I. 
3. Ibu Wagiyem  
Beliau adalah salah satu peserta JKN yang dirawat di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo di ruang perawatan kelas II, beliau dirawat 
karena setelah operasi angkat pen. Beliau mengatakan dengan adanya 
program JKN ini dirinya sangat terbantu sekali dan tidak mengeluarkan 
biaya sepersen pun serta merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak 
rumah sakit sangat memuaskan. Bahwasanya pelayanan yang dilakukan 
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oleh pihak rumah sakit sudah maksimal karena semua biaya perawatan 
sudah ditanggung oleh JKN. 
4. Ibu NN (tidak mau disebutkan namanya) 
Beliau adalah salah satu peserta JKN yang berada di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo, juga merupakan peserta PBI. Beliau 
mengatakan bahwa sebagian obat harus beli sendiri di apotek dan beliau 
merasa di nomor duakan. Bahwasanya peserta JKN yang PBI semua 
seluruh biaya pengobatan sudah ditanggung oleh pemerintah, 
pelayanannya juga kurang maksimal karena di nomor duakan dengan 
peserta yang membayar penuh. 
5. Bapak Ikhsan 
Beliau adalah peserta JKN yang berada di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo, beliau mengatakan bahwa selama ini program 
JKN sangatlah bagus dan sangat terbantu dengan adanya program tersebut 
serta belum ada kecacatan dari program JKN walaupun beliau jarang 
menggunakannya. Bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai apa yang 
diharapkan dalam hal perlakuan dan obat yang diberikan. 
6. Bapak Ahmad 
Beliau adalah peserta JKN yang berada di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo, beliau mengatakan bahwa untuk pelayanan 
sudah bagus dan obat yang diberikan sudah sesuai dan tidak membayar 
sama sekali walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa program 
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peserta JKN itu di nomor duakan. Bahwa pelayanan yang diberikan sudah 
bagus dan obat yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhannya. 
7. Ibu Aminah 
Beliau adalah peserta JKN yang berada di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo, beliau mengatakan bahwa petugas kurang 
cekatan dalam melayani, obat yang beliau dapatkan berbeda dari peserta 
yang bayar sendiri. Bahwa pelayanan yang dilakukan kurang maksimal 
dan obat yang diberikan mungkin berbeda karena diagnosisnya juga 
berbeda pula. 
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu 
maupun jenis pelayanannya sehingga akan memberikan kepuasan bagi 
masyarakat selaku pengguna jasa kesehatan. Namun, pada dasarnya RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo telah menerapkan asas kemanusiaan dalam 
pelayanan peserta JKN, akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam 
pelaksanaanya, seperti: pasien yang mengeluh terhadap pelayanan yang 
dilakukan oleh pihak rumah sakit, keluhan tersebut yang menyebabkan asas 
kemanusiaan belum sepenuhnya dirasakan oleh peserta JKN yang berada di 
RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo.  
 
 
 
 
78 
 
BAB IV 
ANALISIS MAS{LAH{AH AL-MURSALAH  TERHADAP PENERAPAN 
ASAS KEMANUSIAAN DALAM PELAYANAN PESERTA JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RS. PKU MUHAMMADIYAH 
SUKOHARJO 
A. Analisis Mas{lah{ah Al-Mursalah Kategori D}aru>riyyat Terhadap Pelayanan 
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo 
Mas{lah{ah al-Mursalah merupakan salah satu dalil hukum islam yang 
masih yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. 1  Mas{lah{ah al-
Mursalah adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara 
eksplisit belum disebutkan dalam sumber utama yaitu al-qur’an dan sunah, baik 
diterima maupun tidak. Secara istilah mas{lah{ah al-mursalah adalah kebaikan 
yang tidak disinggung dalam syara’, untuk mengerjakan atau 
meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat. 2  Oleh 
karena itu, Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip dalam buku fiqh dan ushul 
fiqh: 
 ٌءْيًشلاٌُمْكُحٌَأُهٌَوٌَح ٌحاَبُمَْوأٌ مَارٌٌْل َفٌُظْن َيٌٌْر إٌَلٌ ٌتَدَسْفَم ٌهٌ ٌتَحَلْصَمَو ٌه  
Artinya: “Hukum suatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihatlah 
dari segi mafsadatan dan kebaikannya.”3 
                                                 
1 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, 
(Bandung: al-Ma’arif, 1993), hlm. 100 
2 A. Hanafi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Wijaya, 1989), hlm. 144 
3 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61 
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Konsep mas{lah{ah al-mursalah mendeskripsikan bahwa walaupun tidak 
pernah disinggung secara terang-terangan dalam nash, sesuatu yang dianggap 
sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa 
menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat. 
Dengan adanya program yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Jaminan 
Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 
yang mana program itu diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) program 
tersebut mulai beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014. Tujuan pemerintah 
membentuk program ini adalah untuk memberikan kesejahteraan dan 
kemaslahatan bagi semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali serta 
menghilangkan mafsadah (keburukan). Sebagaimana tercantum dalam kaidah 
fiqhiyah tentang teori kebijakan publik, sebagai berikut:4 
 ٌتلا ٌرَصىَلَعٌُفٌ ٌة ي عا رلاٌٌَحَلْصَمْلا بٌ طْو ُنَم ٌة  
Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan 
pada kemaslahatan.” 
Maksud dari kaidah diatas adalah semua peraturan yang dibuat oleh 
pemerintah terhadap rakyat harus kepada terjaminnya kepentingan masyarakat. 
Tentang kesehatan dan kemaslahatan masyarakat diwujudkan dalam program 
Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu kemaslahatan. Setiap aturan hukum 
yang dimaksud untuk terjaga dan terpeliharanya lima prinsip dasar kehidupan 
manusia kulliyah al-khamsah sebagai tujuan ditetapkan hukum, yaitu: hifz{ al 
                                                 
4 Muhammad Ma’shum Zeein, Qowaid Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-
Faroidul Baghiyah, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), hlm: 10 
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din (perlindungan terhadap agama), hifz{ an nafs (perlindungan terhadap jiwa), 
hifz{ al aql (perlindungan terhadap akal), hifz{ al nasl (perlindungan terhadap 
keturunan), dan hifz{ al ma>l (perlindungan terhadap harta) dengan 
menghindarkan hal-hal yang merusak dan membahayakan disebut maslahah. 
Demikian al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya al-maslahah itu 
berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan 
yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan 
hukum.5 
Penerapan asas kemanusiaan terhadap pelayanan yang yang dilakukan 
oleh pihak rumah sakit sudah sesuai dengan yang diamanatkan yaitu dengan 
tidak membeda-bedakan antara pengguna JKN dengan mandiri, dan sudah 
ditempatkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Namun juga belum 
semua berjalan semestinya dan masih terdapat kekurangannya.  
Adapun yang dijadikan tolok ukur dalam menentukan baik dan 
buruknya (mafsadah dan manfaatnya) sesuatu yang dilakukan dalam hal ini 
adalah pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap peserta JKN 
tersebut dan yang menjadi tujuan pokok dari pembinaan hukum adalah apa 
yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Sedangkan dalam hal ini 
pelayanan kepada para peserta termasuk dalam maqa>s{id asy-syari>ah dalam 
kategori memelihara jiwa dalam peringkat  d{aru>riyyat yang mana kesehatan 
termasuk dalam kebutuhan pokok agar manusia dapat bertahan hidup , apabila 
                                                 
5 Amir Syarifudin, Ushul Fqh 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345 
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kebutuhan pokok ini terabaikan maka akan berakibat mempengaruhi 
terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
B. Analisis Mas{lah{ah Al-Mursalah Kategori Hajiyyat Terhadap Pelayanan 
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo 
Kategori mas{lah{ah hajiyyat dalam pelayanan yang dilakukan oleh 
pihak rumah sakit terhadap peserta JKN diwujudkan terhadap sistem rujukan 
yang mana ketika pasien dirujuk dan harus mendapatkan penanganan secepat 
mungkin maka rumah sakit akan memberikan pelayanan dan pertolongan 
terlebih dahulu agar tidak berakibat fatal, karena dalam mas{lah{ah hajiyyat 
memberikan pengertian bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan untuk 
menyempurnakan maslahat pokok atau mendasar.6 
C. Analisis Mas{lah{ah Al-Mursalah Kategori Tahsiniyyat Terhadap Pelayanan 
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo 
Dalam kategori mas{lah{ah tahsiniyyat yaitu upaya pelayanan yang 
dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap peserta JKN yang mana pelayanan 
yang diberikan harus sesuai dengan kelas perawatan yang telah ditentukan oleh 
BPJS, baik ruang perawatan kelas I, ruang perawatan kelas II, dan ruang 
perawatan kelas III. Karena pelayanan merupakan hal yang sangat penting 
untuk menyempurnakan kebutuhan peserta dalam memeriksakan dirinya. 
                                                 
6 Drs. Totok Jumantoro dan Drs. Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), hlm. 202 
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Kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk dalam kebutuhan 
masyarakat yang menjadi kewajiban negara, rumah sakit, klinik, dan fasilitas 
kesehatan lainnya merupakan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum 
muslimin dalam melakukan pengobatan. Dengan demikian pelayanan 
kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus 
dirasakan oleh rakyat, serta wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari 
pelayanan negara terhadap rakyatnya. Karena apabila pelayanan kesehatan 
tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terancamnya sebuah nyawa.  
Mas{lah{ah al-Mursalah dalam memandang pelayanan terhadap peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional sangat perlu karena termasuk dari tujuan program 
ini diselenggarakan yaitu untuk kemaslahatan umat selama dalam hal 
pelayanannya tidak menimbulkan kepentingan dilain pihak dan bisa bertindak 
sesuai dengan asas kemanusiaan yaitu menyamakan derajat dan harga diri 
manusia agar terwujud kemaslahatan bagi seluruh umat. 
Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, begitu 
juga dengan Jaminan Kesehatan Nasional dengan kewenangan yang 
dimilikinya, kalau tidak ada hukum yang berdasarkan kemaslahatan manusia, 
dan berkenaan dengan maslahat baru yang terus berkembang serta 
pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip maslahah yang mendapat 
pengakuan syara’ saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan 
kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan 
terabaikan. 
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Jaminan Kesehatan Nasional sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat 
guna untuk memelihara kesehatan, dengan adanya JKN ini masyarakat akan 
mendapatkan sebuah kemaslahatan yang mana ketika mereka berobat tidak 
akan khawatir dengan biaya yang mahal dan pelayanan yang kurang 
memuaskan. Kemaslahatan yang dirasakan masyarakat bukan hanya sebatas 
dugaan saja melainkan kemanfaatan tersebut dapat dinikmati dan dirasakan 
secara nyata masyarakat seluruhnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial adalah suatu program yang dibentuk oleh 
pemerintah guna menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal penerapan asas 
kemanusiaan dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
yang dilakukan oleh RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo telah menerapkan 
asas kemanusiaan dalam pelayanan peserta JKN, akan tetapi terdapat beberapa 
hambatan dalam pelaksanaanya, seperti: seperti pasien yang mengeluh 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. 
2.  Tinjauan maslahah mursalah terhadap pelayanan peserta Jaminan 
Kesehatan nasional (JKN) di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo dilihat 
melalui aspek keutamaan Maslahah Mursalah. Dalam pelayanan terhadap 
peserta adalah bersifat d{aru>riyyat (keharusan) yang harus segera dipenuhi. 
Pemeliharaan jiwa dalam hal ini merupakan suatu yang harus segera dipenuhi 
apalagi dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , karena 
jika tidak terpelihara maka akan mengancam manusia dan dapat menimbulkan 
kematian. Mas{lah{ah al-mursalah kategori hajiyyat diwujudkan dalam sistem 
rujukan yang mana pasien harus dirujuk dan mendapatkan penanganan secepat 
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mungkin agar tidak berakibat fatal. Dan mas{lah{ah al-mursalah kategori 
tahsiniyyat upaya pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap 
peserta JKN yang mana pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kelas 
perawatan yang telah ditentukan oleh BPJS, bertujuan untuk menyempurnakan 
kemaslahatan yang diperoleh peserta ketika berobat ke rumah sakit. 
Sebagaimana mas{lah{ah al-mursalah adalah suatu bentuk mewujudkan 
kemaslahatan dan menghindari suatu kerusakan.  
B. SARAN 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengemukakan hal yang 
dapat dijadikan pertimbangan, yaitu: 
1. Penerapan asas kemanusiaan terhadap pelayanan peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu yang urgen, karena tujuannya 
adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh negara Indonesia. Dengan 
demikian, apabila asas kemanusiaan tidak dijalankan semestinya maka 
tujuan tersebut tidak akan terwujud. 
2. Bagi pengelola maupun pihak yang bersangkutan dalam memberikan 
pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus sesuai 
dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang yang dijadikan dasar 
untuk menjamin kemaslahatan seluruh amat dalam bidang kesehatan. Dan 
memenuhi segala aturan hukum yang telah ditentukan untuk menjadikan 
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai program jaminan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
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Waktu wawancara : 29 September 2018 
Saya   : Berapa jumlah peserta JKN yang berada di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo? Baik yang PBI maupun Non PBI 
Mbak Nita : Jumlah peserta JKN yang berada di RS. PKU Muhammadiyah 
Sukoharjo sampai bulan Agustus 2018, PBI berjumlah 483 peserta 
dan Non PBI 742 peserta. Setiap harinya melayani peserta JKN 
sekitar 75-100 orang orang, baik yang periksa ke poli umum, poli 
spesialis, maupun poli gigi. 
Saya   : Bagaimana prosedur pendaftaran peserta JKN di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo? 
Mbak Nita : Cara pendaftarannya ada 2 yaitu melalui WA dan pasien datang 
langsung ketika akan berobat. Melalui WhatsApp ke No. 
0895422626676 pendaftarannya dilakukan H-3 sampai H-1 sebelum 
tanggal periksa apabila kuota masih tersedia. Pendaftarannya 
dimulai pukul 09.00 s/d 14.00 pada hari kerja, pada saat mendaftar 
sertakan bukti surat kontrol atau surat rujukan yang masih berlaku, 
dan setelah mendaftar pasien akan menerima konfirmasi. Sedangkan 
pasien datang langsung ketika berobat, yang pertama dilakukan 
  
 
 
mengambil nomor antrian dan membawa kelengkapan berupa 
rujukan asli, fotokopi kartu JKN, dan menunjukkan kartu JKN yang 
asli setelah itu pasien mengisi formulir identitas.  
Saya   : Bagaimana standarisasi pelayanan peserta JKN di RS. PKU 
Muhammadiyah Sukoharjo? 
Mbak Nita : Standarisasi pelayanan yang dilakukan sama sekali tidak ada 
perbedaan baik pasien peserta JKN maupun yang mandiri dan sudah 
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sudah 
ditempatkan sesuai dengan kelas perawatannya masing-masing. 
Saya   : Bagaimana prosedur rujukan RS bagi para peserta JKN? 
Mbak Nita : Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara 
berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, 
pelayanan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari 
pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan tingkat ketiga 
hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat 
kedua atau pertama, kecuali pada keadaan darurat. 
Saya   : Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan 
terhadap peserta JKN? 
Mbak Nita : Hambatan datang dari para peserta JKN mereka belum paham 
tentang prosedur yang harus dilalui ketika memeriksakan dirinya 
atau anggota keluarganya ketika sakit dengan menggunakan JKN, 
mereka menganggap bahwa sudah tidak melakukan pembayaran 
  
 
 
sama sekali, selain itu mereka juga tidak paham tentang sistem JKN 
yang ada di rumah sakit misalnya dalam proses rujukan. 
Saya   : Apa saja keuntungan dan kerugian RS dengan adanya program 
JKN itu? 
Mbak Nita : Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap karena sangat 
menunjang kelancaran pelaksanaan BPJS Kesehatan. Kemudian 
tersedianya tenaga kerja yang sangat membantu dalam melakukan 
pelayanan terhadap peserta JKN dirumah sakit ini, masyarakat 
benar-benar memanfaatkan fasilitas yang diberikan, tentunya hal 
tersebut terbukti dengan meningkatnya peserta JKN yang ada di 
rumah sakit ini.  
Saya   : Bagaimana bentuk pelayanan yang sesuai dengan asas 
kemanusiaan itu? 
Mbak Nita : Pelayanan yang sesuai yaitu dengan harkat dan martabat manusia 
dengan tanpa membedakan status sosial, status politik, etnik, 
agama, budaya, ras, golongan dan sejenisnya. 
 
  
 
 
Lampiran 3 
 
DENGAN PESERTA JKN 
Responden 01 
Nama   : Bapak Witoyo 
Waktu wawancara : 29 September 2018 
Saya  : Apakah dengan adanya program JKN ini sangat membantu? 
Responden 01 : Program JKN yang dari pemerintah itu sangat membantu saya. 
Saya  : Dengan adanya program JKN ini keuntungan apa saja yang 
didapat? Kemudian kerugiannya apa? 
Responden 01 : Saya sakit tipes selama dirawat disini sama sekali tidak 
mengeluarkan uang sepersen pun. 
Saya  : Sebagai peserta JKN di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 
apakah pelayanannya sangat memuaskan atau tidak? 
Responden 01 : Pelayanannya sudah baik, walaupun saya hanya dirawat di ruang 
perawatan kelas III dan harus lebih ditingkatkan lagi. 
Responden 02 
Nama   : Ibu NN (tidak mau disebutkan namanya) 
Waktu wawancara : 29 September 2019 
Saya  : Apakah dengan adanya program JKN ini sangat membantu? 
Responden 02 : Ya sangat terbantu sekali, saya peserta JKN Non PBI, jadi setiap 
bulan gaji saya dipotong untuk membayar JKN ini 
Saya  : Dengan adanya program JKN ini keuntungan apa saja yang 
didapat? Kemudian kerugiannya apa? 
  
 
 
Responden 02 : Sebenarnya saya di ruang perawatan kelas I, tapi karena ruang 
perawatannya penuh maka saya diruang perawatan VIP ini, dan 
harus membayar sebagian biaya perawatan tersebut. Seandainya 
saya tetap diruang perawatan kelas I saya tidak mengeluarkan biaya 
lagi. Sebelumnya saya pernah dirawat diruang perawatan kelas I. 
Saya  : Sebagai peserta JKN di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 
apakah pelayanannya sangat memuaskan atau tidak? 
Responden 02 : Pelayanan diruang perawatan VIP ini sangat memuaskan.  
Responden 03 
Nama   : Ibu Wagiyem  
Waktu wawancara : 29 September 2019 
Saya  : Apakah dengan adanya program JKN ini sangat membantu? 
Responden 03 : Program JKN ini saya merasa terbantu sekali. 
Saya  : Dengan adanya program JKN ini keuntungan apa saja yang 
didapat? Kemudian kerugiannya apa? 
Responden 03 : Saya sama sekali tidak mengeluarkan uang saat menjalani 
perawatan disini, saya operasi angkat pen. 
Saya  : Sebagai peserta JKN di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 
apakah pelayanannya sangat memuaskan atau tidak? 
Responden 03 : Pelayanan yang dilakukan sudah memuaskan. 
 
 
 
  
 
 
Responden 04 
Nama   : Ibu NN (Tidak bersedia disebutkan namanya) 
Waktu wawancara : 29 September 2019 
Saya  : Apakah dengan adanya program JKN ini sangat membantu? 
Responden 04 : Program JKN sangat membantu 
Saya  : Dengan adanya program JKN ini keuntungan apa saja yang 
didapat? Kemudian kerugiannya apa? 
Responden 04 : Saya sebagai peserta PBI yang seharusnya semua sudah ditanggung 
oleh JKN, tetapi ada sebagian obat yang harus beli sendiri. 
Saya  : Sebagai peserta JKN di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 
apakah pelayanannya sangat memuaskan atau tidak? 
Responden 04 : Pelayanannya sudah bagus, tetapi saya merasa dinomor duakan. 
Responden 05 
Nama   : Bapak Ikhsan 
Waktu wawancara : 29 September 2019 
Saya  : Apakah dengan adanya program JKN ini sangat membantu? 
Responden 05 : JKN itu sangat bagus dan saya terbantu sekali walaupun saya jarang 
menggunakannya  
Saya  : Dengan adanya program JKN ini keuntungan apa saja yang 
didapat? Kemudian kerugiannya apa? 
Responden 05  : Setiap saya menggunakannya tidak mengeluarkan uang sama 
sekali. 
  
 
 
Saya  : Sebagai peserta JKN di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 
apakah pelayanannya sangat memuaskan atau tidak? 
Responden 05 : Pelayanannya cukup baik. 
Responden 06 
Nama   : Bapak Ahmad 
Waktu wawancara : 29 September 2019 
Saya  : Apakah dengan adanya program JKN ini sangat membantu? 
Responden 06 : JKN sangat membantu saya dan saya tidak mengeluarkan biaya, 
paling hanya mengeluarkan biaya untuk fotokopi syarat yang harus 
dibawa saat berobat. 
Saya  : Dengan adanya program JKN ini keuntungan apa saja yang 
didapat? Kemudian kerugiannya apa? 
Responden 06 : Saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. 
Saya  : Sebagai peserta JKN di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 
apakah pelayanannya sangat memuaskan atau tidak? 
Responden 06 : Pelayanannya sudah bagus dan baik, walaupun ada yang yang 
berkata bahwa pelayanan peserta JKN sering dinomor duakan. 
Responden 07 
Nama   : Ibu Aminah 
Waktu wawancara : 29 September 2019 
Saya  : Apakah dengan adanya program JKN ini sangat membantu? 
Responden 07  : Dengan adanya program JKN ini saya sangat terbantu. 
  
 
 
Saya  : Dengan adanya program JKN ini keuntungan apa saja yang 
didapat? Kemudian kerugiannya apa? 
Responden 07  : Saya sama sekali tidak mengeluarkan uang sepersen pun, tetapi ada 
obat yang diberikan berbeda dengan pasien yang tidak menggunakan 
JKN. 
Saya  : Sebagai peserta JKN di RS. PKU Muhammadiyah Sukoharjo, 
apakah pelayanannya sangat memuaskan atau tidak? 
Responden 07  : Pelayanannya kurang memuaskan, petugas tidak cekatan dalam 
melayani sehingga harus menunggu agak lama.  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Lampiran 4 
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